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8. PARAF KOORDINA5tbembinaan 

1 I ~ n ,, 14 &;;I 1ea~rr:~; a 

omor 12 Tahun 2017 teruang 

,_.,. 

1. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdarig Bedagai di 
Provinsi Surnatera Utara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Lentang 
Per~ndaharaan Negara; 

4. Un g-Unclang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan 
Keua gan aruara Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah; 

5. Undang-Undang ornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Ne~; 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten Lang Adrninistrasi 
Pernerintahan: 

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dae rah; i 

a. bahwa untuk rnelaksanakan keterituan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pernberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerirna Pensiun, dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksucl 
pada huruf a, perlu merietapkan Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas Tahur, 2021 Kepada Aparatur Negara Di 
Lingkungan Pcrnerintah Kabupatcn Serdang Bedagai; 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUI IAN YANG MAHA ESA 

Mengingal 

Menimbang 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 
DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA APARATUR NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR 1{) TAHUN 2021 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUlv1ATERA UTARA 

. 
' 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintah Dae rah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang 

Bedagai. 
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pernerintah Kubu paten Serdang Bedagai. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang merncnuhi syarat tenentu, 
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

6. Pegawai Ncgcri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. 
7. Pcgawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang mcrnenuhi syarat t ertentu, yang diangkat berdasarkan 

rjanjian kcrj.i untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
elaksanakan tugas pcrneriruahan. 

8. ri Raya ada lah Hari Raya ldul Fitri. 
9. njangan adalah pembayaran yang dilakukan secara 

-tfr?-lur kepacla pcgawai yang dibayarkan bcrsamaan dengan 
g~1. 

10. Anggaran Penclapatan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rcncana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
--a-cta-J:at"r+iettffii:tt-.PeRgFlola Keuangan Daerah yang bertindak 

8· PARAF KOOHDl~~B.'m kapasita sebagai Bcndahara Umum Daerah. 

1 f;,·11~1~/;;,a 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA 
DAN DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA 
APARATUR NEGARA or LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pembenan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Perisiuri, dan Penerima 
Tunjangan Tahun 2021; 

l 1. Peraturan Me nteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 
2020 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 202 l ; 



~/· l<OORDINASI 

111r ~1~ i,;~1~8 

Pasal 4 

Tunja1AZ.n Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimak;cd dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Aparatur egara 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal: 
a. cap...cii luar tanggungan negara; atau 
b. sedang clitugaskan di luar lnstansi Pemerintah baik di dalam 

maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi 
tempat pcnugasan; 

scsuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

( 1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 
atas: 
a. PNS dan Calon P S; 
b. PPPK; dan 
c. Pejabat Negara. 

(2) Aparatur Negara selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
juga terdiri atas: 
a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 
b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri atas: 
a. Bupati; 
b. Wakil Bupati. 

Pasal 3 

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas Tahun 2021 kcpada Aparatur Negara sebagai wujud 
penghargaan atas pcngabdian kepada bangsa dan negara dengan 
memperhatikan kcmampuan kcuangan daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBERIAN TU JANGAN HARi RA YA 

DAN GAJl KETIGA BELAS 

12. Kuasa Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat 
Kuasa BUD adalah pejabat yang dibcri kuasa untuk 
melaksa.iakan tugas BUD. 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan iungsi perangkat daerah yang 
dipimpinnya. 

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran. 

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana atas beban APBD. 



( 1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cc pal 10 (sepuluh) 
hari kerja sebelum tangga' Hari Raya. 

(2) Dalam ha! Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan , Tunjangan Hari Raya 
dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Tu,·angan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
se ar penghasilan 1 [satu) bulan pada bulan April Tahun 
20 1. 

Pasal 8 

( 1) Gajl--Kct iga Betas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibayarkan paling ccpat pada bulan Juni. 

(2) Dalam hal (;aji Ketiga Bclas scbagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat 
dibayarkan setelah bulan Juni. 

_13 Ga·i Keli a Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
~\\RAF ro©mnN.1\§fLU) bulan p da bulan Juni 2021. 

I 
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Pasal 7 

BAB III 
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 bagi Calon PNS terdiri alas: 
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan parigan; dan 
d. tunjangan umum; 
sesuai dengan pangkat dan golongan/ ruang. 

Pasal6 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 bagi Aparatur Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas· 
a. gaji Pokok; 
b. tunjangan kcluarga; 
c. tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 
sesuai dengan jabaran dan pangkat golongan/ruang. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling banyak sebesar 
akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan 
tunjangan jabatan Pim pi nan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sesuai dengan keterituan peraturari 
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 
administrasi Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

Pasal 5 



1 }mJ ngan Hari Raya clan Gaji Ketiga Belas dilakukan 
n se agaimana mestinya. 

Pasal 13 8. PARAF l<OORDINASI 

-.-~fWa jP kll ·_ ~¥\b ~a 

Proses pengajuan SPM dan penerbitan SP2D Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Betas dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undarigan yang bcrlaku. 

Pasal 12 

(1) Pejabat pe nanda tangan SPM mengajukan SPM Gaji Ketiga 
Betas kcpada Bendahara Umum Daerah. 

{2) SPM Gaji Kctiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (:) 
dibuat dengan menggunakan jenis SPM Gaji Ketiga Belas 
untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan 
umum. 

(3) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari 

! gaji bulauan. 
(4) J s SPM sebagaimana d imak sud pada ayat (2), termasuk 

d nakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan 
pembayaran Tunjangan Hari Raya. 

TL- 

Pasal 11 

( 1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan 
Hari Raya kepada Kuasa BUD. 

(2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dibuat dengan menggunakan jenis SPM Tunjangan 
Hari Raya Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan 
keluarga, lunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau 
tunjangan umum. 

{3) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari 
SPM gaji bulanan. 

(4) Jenis SPM sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), termasuk 
digunakan untuk oernbayaran kekurangan atau susulan 
pernbayaran Tunjangan Hari Raya. 

Pasal 10 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran 
dan/atau potongan lain bcrdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
ditanggung pemerintah. 

(3) Dalam ha! Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 
1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Betas, 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Kctiga Belas yang 
dibayarkan hanya 1 (satu) yang jumlahnya le bih besar. 

Pasal9 



SERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 
NOMOR .;1_3 TAHUN 2021 

+~--~~ 
H. M. FAISAL HASRIMY 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

~~+-<"'~--4~·~-1 
~b1 J ~ G-,~I-· -~~r°' 
~~,J ~~ 

' -· 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal 5' /vi.rt.) .202.l 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

PAR}'IJ ..... * 
r-,-- ·-~ .. 

l\i<b,I,; 
~I .::.f ~--·- ............ ~ 
§,~ - ·---1•,ur-'i\ 
~ 1[ 

(a. . Q,~~.-..W~-1 

---·-- 
Peratura~upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 16 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
dibebankan pada pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai. 

Pasal 15 

( 1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian 
internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan Hari 
Raya. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (L] 
dilaksanakan sesuai derigan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

Pasal 14 



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 
Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
apresiasi atas pelaksanaan tugas serta un tuk 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas­ 
tugas Tenaga Kerja Sukarela di Rum.ah Sakit Umum 
Daerah Sultan Sulaiman, dipandang perlu 
melakukan pemberian honorarium Tenaga Kerja 
Sukarela di Rum.ah Sakit Umum Daerah Sultan 
Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium 
Tenaga Kerja Sukarela di Rum.ah Sakit Umum Daerah sf Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai; 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Kks.angan Negara; 

Mengingat 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA KERJA SUKARELA DI 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN 

SERDANG BEDAGAI 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 
NOMOR I~ TAHUN 2021 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 

PROVINSI SUMA TERA UT ARA 

.. 



I A 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 

HONORARIUM TENAGA KERJA SUKARELA DI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN 

~LAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 

BAB I 

~ KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pembinaan 

Sakit; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi pemerin tahan; 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

5. 

4. 

Undang-undang Norn or 13 Tahun 2003 ten tang 

Ketenagakerj aan; 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang 

Kesehatan; 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

3. 



H Tenaga Kerja Sukarela adalah menerima honorarium. 

Pasal 3 

T naga Kerja Sukarela pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman 
K bupaten Serdang Bw,gai berkedudukan sebagai pegawai yang 
b rtugas memberikan petlYanan di Rumah Sa.kit Umum Daerah Sultan 
S lairnan Kabupaten Serdang Bedagai. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN HAK 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai. 

4. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai. 

5. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum 
Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai. 

6. Honorarium Tenaga Kerja Sukarela adalah 
penghasilan yang dibayarkan oleh Rurnah Sakit 
Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang 
Bedagai kepada Tenaga Kerja Suk:arela sebagai 
imbalan atas tugas dan pekerjaannya. 

7. Tenaga Kerja Sukarela adalah pegawai yang 
dipekerjakan secara sukarela pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang 
Bedagai, diangkat dan diberhentikman oleh direktur 
Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman 
Kabupaten Serdang Bedagai dan tidak dibiayai pada 
beban anggaran honorarium tenaga kontrak APBD 
Kabupaten Serdang Bedagai. 

Pasal 2 

~ ., 



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ~UN 2021 
No\V\o~ ~'f 

D undangkan di Sei Rampah 
p da tanggal >- t-'\9., ;io1.1 

S KRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

\'\ 
~ ~,,~ - ~ ()() 
. M. FAISAL HASRIMY \ 

oP 
DARMA WIJAYA 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal ~ M.t..'1 :201..1 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Pe aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Ag r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pe aturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
K upaten Serdang Bedagai. 

BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 5 

(1) onorarium sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 dibayarkan dari 
1asa pelayanan medis yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah 

ultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai. 
(2) esamya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratu ribu rupiah) per bulan 

dan per orang. 
(3) Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran honorarium tertuang 

dalam perjanjian kerja antara pihak rumah sakit dengan Tenaga Kerja 
Sukarela yang bersangkutan. 

Pasal 4 

. . 

BAB III 
HONORARIUM 

·. 


